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ABSTRAK 

      Penulisan tugas akhir ini dilatarbelakangi berdasarkan  Laporan Polisi Nomor 

LPB/76/I/2020/JABAR pada tanggal 23 Januari 2020, tepatnya di Kota Bandung  

telah terjadi adanya dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan 

bohong yang mengakibatkan keonaran dikalangan masyarakat yang dilakukan 

oleh petinggi organisasi Sunda Empire. Adapun permasalahan dalam karya tulis 

ini adalah apakah Pasal 14 atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 

Tentang Peraturan Hukum Pidana dapat diterapkan kepada para pelaku tindak 

pidana menyiarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat, 

dan Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan 

tindak pidana ini.  

      Legal memorandum ini disusun dalam bentuk pendapat hukum (legal opinion) 

yang dilengkapi dengan rekomendasi hukum serta pemecahan masalah hukum. 

Penulisan legal memorandum ini menggunakan metode deskriptif analitis yang 

menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan 

perundang-undangan yang ada.  

      Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan pasal 14 atau Pasal 15 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dapat 

diterapkan kepada para pelaku tetapi penulis merekomendasikan adanya 

penambahan tuntutan dengan menggunakan Pasal 55 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, guna meyakinkan proses 

penyidikan, para penyidik diharuskan melibatkan ahli psikologi forensik untuk 

memastikan kondisi kesehatan mental pelaku. 
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ABSTRACT 

      This research was based on Police Report Number :  LPB/76/I/2020/JABAR 

on 23 January 2020,  in the city of Bandung there is a suspected criminal act of 

spreading a hoax  or the preaching of a lie that resulted society chaos conducted 

by the leads of Sunda Empire. The problem in this paper is that article 14 or 

article 15 of Law Number 1 of 1946 on criminal law regulation can be applied to 

criminal act, and how the legal action can be done in this criminal investigation 

process. 

       This legal memorandum is prepared in the form of legal opinion that comes 

with legal recommendations as well as legal problem solving. The writing of this 

legal memorandum uses analytical descriptive methods that describe the facts that 

are further analyzed using existing legislation. 

       The result of this writing can be concluded that the application of article 14 or 

Article 15 of Law No. 1 of 1946 on the Regulation of Criminal Law can be 

applied to the perpetrators but the author recommends the addition of charges by 

using Article 55 of the Criminal Code jo. Article 45A paragraph (1) of Law No. 

19of 2016 on the Regulation of Electronic Information and Transactions. In 

addition, in order to ensure the investigation process, investigators are required to 

engage forensic psychologists to ensure the mental health condition of the 

perpetrator. 
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      Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelsaikan tugas 
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4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang 
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         Cinta dan dukungan berupa moril dan materil dari kedua orang tua penulis, 

doa dan restu yang selalu mengiringi dalam setiap langkah penulis. Terimkasih 

kepada Bapak Muharam, S.Pd., dan Ibu Nining Rohayati yang senantiasa 

memberikan kasih saying sepanjang masa, sehingga penulis bisa sampai ke titik 

ini,  terimakasih kepada para sahabat penulis, Agung Rusmana , S.Pd., dan Evi 

Agustine yang telah menjadi motivator luar biasa, juga kepada Ibu Kompol Titis 

Eko Yuliana sebagai pimpinan dalam instansi tempat penulis bekerja yang telah 

banyak mendukung dalam menyelesaikan penulisan ini.  
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